
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 675 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 979 TAHUN 2020 TENTANG 
LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENANGANAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, 
penginapan, dan wisma bagi orang terkonfirmasi COVID-19 baik 
tanpa gejala maupun dengan gejala ringan, dan biaya penginapan 
bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan menjamin 
kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas isolasi 
terkendali dan penginapan bagi tenaga kesehatan, Keputusan 
Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi 
Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 
Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 
tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 
tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 256); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
2008); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 
62002); 

MEMUTUSIKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
GUBERNUR NOMOR 979 TAHUN 2020 TENTANG LOKASI ISOLASI 
TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19). 
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Pasal I 

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang 
Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Gubernur mi. 

Pasal II 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Mel 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

SELAKU 
TUAN TUGAS PENANGANAN 

OVINSI DAERAH KHUSUS 
OTA JAKARTA, 

ANIES BASWEDAN 
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